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ABSTRAK 

 

Bayu Ramadhan. 201910115046. “ Implementasi peraturan kejaksaan republik  

indoesia Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan 

keadilan restorative. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 

15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan  menggunakan 

dua jenis sumber data yaitu: data primer dan data sekunder.data dianalisis melalui 

metode analisis kualitatif guna mendapatkan kesimpulan jawaban atas rumusan 

masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi syarat 

untuk memperoleh penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang 

diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 disebutkan dalam Pasal 

5 ayat 1. Ketentuan yang diatur dalam peraturan kejaksaan ini sesuai dengan asas 

opurtunitas yang dimiliki oleh Jaksa Agung sebagaimana diatur dalam pasal 35 

huruf  c undang-undang nomer 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia. Hal ini diperkuat oleh kewenangan penghentian penuntutan oleh 

penuntut umum sebaimana diatur dalam pasal 140 ayat 2 Kitab Undang Hukum 

Acara Pidana. Adapun mekanisme penghentian penuntutan dengan cara 

perdamaian antara korban dan tersangka dimulai dari upaya kesepakatan antara 

kedua belah pihak, dilanjutkan dengan upaya pencatatan kesepakatan tersebut 

oleh pihak kejaksaan sampai diputuskan dihentikannya penuntutan berdasarkan 

perdamaian antara tersangka dan korban tersebut. 

 

 Kata kunci: Penghentian Penuntutan: Keadilan Restoratif Perdamaian: 

Kejaksaan. 
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ABSTRACT 

 

Bayu Ramadhan. 201910115046. “Implementation of the Attorney General's 

Office of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning termination of 

prosecution based on restorative justice. 

 

The purpose of this study is to find out the implementation of the Attorney 

General's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution 

based on restorative justice. This study used a normative juridical approach using 

two types of data sources, namely: primary data and secondary data. The data 

were analyzed through qualitative analysis methods in order to obtain conclusions 

about the answers to the research problems. Based on the results of the study, the 

implementation of the conditions for obtaining a termination of prosecution based 

on restorative justice stipulated in the Attorney General's Regulation Number 15 

of 2020 is stated in Article 5 paragraph 1. The provisions stipulated in this 

prosecutor's regulation are in accordance with the opportunity principle of the 

Attorney General as stipulated in Article 35 letter c law number 16 of 2004 

concerning the Attorney General of the Republic of Indonesia. This is reinforced 

by the authority to stop prosecution by the public prosecutor as stipulated in 

article 140 paragraph 2 of the Criminal Procedure Code. The mechanism for 

ending the prosecution by means of peace between the victim and the suspect 

starts with an agreement between the two parties, followed by efforts to record the 

agreement by the prosecutor's office until it is decided to stop the prosecution 

based on the settlement between the suspect and the victim. 

 

 Keywords: Termination of Prosecution: Peace Restorative Justice: 

Prosecutor's Office. 
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